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PUTUSAN
Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Sda
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir 20 Januari 1961, umur 62 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 11 Desember 1981, umur 41 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus

2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2697/Pdt.G/2023/PA.Sda

tanggal 02 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12
Desember 2014, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor: 0789/13/X11/2014 tertanggal 12 Desember 2014;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah Pemohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul),dan

telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, Sidoarjo, belum
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tamat SD, NIK . tanggal lahir 01 Februari 2016 (umur
7 tahun 6 bulan);

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi
sejak bulan Agustus Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering
merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei
tahun 2022 Termohon dan Pemohon masih dalam satu rumah, akan tetapi
sudah pisah ranjang, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah
ranjang, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan
Termohon belum berusaha damai;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon
sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan
(berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut
Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
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Subsider :
Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman,
S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Agustus 2023, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit disatukan kembali;

3. Bahwa Termohon dengan Pemohon telah membuat surat
kesepakatan bersama tentang pembayaran kewajiban Pemohon sebagai
suami yang menceraikan istrinya, berupa nafkah iddah dan uang mutah
yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan bersama di hadapan
mediator pada tanggal 16 Agustus 2023, dan mohon dimasukan dalam
putusan ini;

4, Bahwa Termohon juga telah sepakat tentang hak pengasuhan anak
ada pada Termohon, dengan pembebanan biaya anak pada Pemohon
sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai

dengan Termohon;
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2. Bahwa Pemohon membenarkan telah ada kesepakatan bersama
antara Pemohon dengan Termohon terhadap pembayaran nafkah akibat
perceraian, dan hak asuh anak;
Bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan tetap dengan
jawabannya, dan mengikuti keinginan Pemohon;
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan
bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur, Nomor 0789/13/XI1/2014 Tanggal 12 Desember 2014.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon Nik. | GcCG
yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 April 2012. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah

adik ipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan

suami istri yang menikah pada tahun 2014;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di

rumah Pemohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1

(satu) orang anak bernama ANAK |, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Februari 2016
(umur 7 tahun 6 bulan), yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
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- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2022 kemudian sering
diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar
disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan
oleh Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang masih tinggal dalam
satu rumah, namun sudah pisah ranjang selama 1 tahun 3 bulan;

- Bahwa selama pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon
agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
saudara Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan
suami istri yang menikah pada tahun 2014;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah Pemohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak bernama ANAK I, Sidoarjo, tanggal lahir 01 Februari 2016
(umur 7 tahun 6 bulan), yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2022 kemudian sering
diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar
disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan

oleh Pemohon;
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- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang masih tinggal dalam
satu rumah, namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa selama pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon
agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon,

maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Termohon dalam persidangan
menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya, dan mencukupkan bukti
yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-
masing yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonanya,
sedangkan Termohon tetap dengan jawabannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama
Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No
50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal
82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1
dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan
Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan
sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah
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memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah
ditunjuk mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., namun usaha
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang
diberikan oleh Pemohon, dan telah pisah ranjang selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon
memberikan jawaban yang pokoknya Termohon mengakui terjadinya
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun
2020 dan penyebabnya, namun demikian Termohon tidak keberatan bercerai
dengan Pemohon, karena rumah tangganya sudah sulit dipertahankan lagi, dan
Termohon menyatakan sudah ada kesepakan bersama antara Pemohon
dengan Termohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagai istri yang akan
diceraikan Pemohon sebagai suaminya, yang tertuang dalam surat
kesepakatan bersama tanggal 16 Agustus 2023 dan mohon dimasukan dalam
putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan
dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok
sengketa adalah apakah perselisihnan dan pertengkaran yang terjadi dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga
Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun
dalam rumah tangganya,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikabh,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal
Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai
dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang
merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi
telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal
1911 KUH Perdata) dan  diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah
mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan
keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud
ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi
syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh
Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat
diterima;

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan
bukti-buktinya, karenanya dalil-dalil jawaban Termohon dinilai tidak dibuktikan
oleh Termohon, dan gugatan Pemohon harus dinyatakan terbukti
kebenarannya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon,

keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2014;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, bernama

ANAK 1, Sidoarjo, belum tamat SD, NIK | [ | |GGEGEGEGEGEGEG 2002l lahir

01 Februari 2016 (umur 7 tahun 6 bulan)
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang
atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4, Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
selama 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya,
tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan
bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah
tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;
Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-
sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga
timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan
dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;
Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;
Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam
penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting
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dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka
sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 227 :

b (e 1 OB OO e Oy

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap
pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati
keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh
Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai,
bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum
sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan atas kehendak
Pemohon, maka terhadap Pemohon sebagai suami dibebani kewajiban
terhadap bekas isteri untuk membayar nafkah akibat perceraian terhadap
Termohon berupa nafkah selama Termohon menjalani masa iddah, mut'ah, dan
maskan/ tempat tinggal sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan
Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena tidak terbukti Pemohon
sebagai isteri yang nusyuz, dan sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Igna'

juz IV halaman 46 yang berbunyi :

Edﬂljwﬂ]%_ﬂ]'é.ﬁs_nﬁ%j
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Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak
mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pemohon atas nafkah akibat
perceraian terhadap Termohon, dan hak asuh anak serta nafkah anak, ternyata
antara Pemohon dengan Termohon telah ada kesepakatan bersama yang
ditandatangani kedua belah pihak di hadapan mediator Rini Astutik, S.H.I, M.H.,
pada tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya keduanya telah sepakat
tentang hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Bahwa kedua belah pihak sepakat cerai secara baik-baik

Pasal 2
Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikarunia anak
yang bernama :
1. ANAK I, Tanggal lahir 01 Februari 2016

Pasal 3
Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut
adalah Termohon selaku Ibunya

Pasal 4
Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan
sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak

Pasal 5
Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturrahim) antara
anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu
dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan
anak

Pasal 6
Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon berhak mengajak anak untuk
berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon.

Pasal 7
Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi
kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan
sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan
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dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturrahim) kepada anak,
maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :
1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok
lainnya minimal Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap
bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20
%., sesuai dengan kemampuan Pemohon.
2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai
dengan kebutuhan secara riilnya dan Pemohon bertanggung jawab
penuh terhadap kebutuhan anak
Pasal 8
Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah
(masa tunggu) 3 X suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah)
Pasal 9
Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi mot'ah sebagai tali asih kepada
Termohon sebesar Rp. 1. 000.000,- ( satu juta rupiah)
Pasal 10
Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan
perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan
tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian
baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan
datang;
Pasal 11
Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam
pertimbangan hukum dan amar putusan;
Menimbang bahwa terhadap Surat kesepakatan antara Pemohon dan
Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam
Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin ‘Auf :

pelog i e Vsaluialls ol J>1 o N> o5 bo Y| graluall Gu 3l alall
bl> J>l ol YW> p oo i V)
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Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian
yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Turmudzi dan hadits ini
dishahihkannya).

Menimbang bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan
dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi "Semua persetujuan yang
dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain
dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad
baik”;

Menimbang bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh
Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak
bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a)
bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b)
merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang tertuang dalam surat
kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas,
karena telah nyata tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan,
maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk
tunduk dan mentaati surat kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak-
hak perempuan setelah perceraian, dan untuk pelaksanaan PERMA Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat adanya perceraian dapat
dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum
pengucapan ikrar talak sesuai huruf C angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk tunduk dan mentaati
surat kesepakatan bersama yang dibuat tanggal 16 Agustus 2023, dan
memerintahkan pada Pemohon agar nafkah akibat perceraian dibayar
sebelum ikrar talak diucapkan;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Iimi
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. Imam Shofwan,
M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul
Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

dan Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H Drs. H. lImi
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Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 400.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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